
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya 

juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan 

potensi masa depan dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, 

memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin 

kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak yang belum 

matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus 

dihargai, diberikan pendidikan yang benar adanya suatu kondusif bagi 

pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar kelak anak dapat 

tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus 

bangsa. Pada kenyataannya anak justru mendapatkan perlakuan yang tidak 

menyenangkan dari orang dewasa dan dijadikan sebagai objek tindak pidana.
1
 

 

Anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, yang 

menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan 

terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh 

orang-orang di sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan dirumahnya sendiri. 

Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya 

diharapkan dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah 

                                                 
1
Gadis Arivia. Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak. Ford Foundation. Jakarta.  

 2005.hlm.4.  



 2 

kasus-kasus kekerasan terhadap anak selama ini dianggap sebagai masalah yang 

wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi 

tindak kekerasan pada anak disertai dengan tindak pidana pencabulan pada anak.
2
 

 

Pencabulan merupakan tindakan pelanggaran hukum, pelanggaran moral, susila 

dan agama. Pencabulan yang dilakukan oleh seorang pelaku terhadap anak yang 

masih di bawah umur, dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap 

korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada 

perkembangan diri korban ketika dewasa nanti.
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Upaya perlindungan hukum kepada Anak pada dasarnya telah diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 287 KUHP yang 

mengatur:  

(1) Barangsiapa bersetubuh dengan sorang wanita yang bukan istrinya, 

padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur 

wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumya tidak jelas, bahwa 

belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara 

paling lama sembilan tahun.  

 

(2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita 

itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal seperti 

tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294.  

 

 

Perkembangan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana 

kesusilaan selanjutnya diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Latar belakang pemberlakuan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah masih sering terjadinya berbagai bentuk 

perilaku orang dewasa yang melanggar hak-hak anak di Indonesia dalam berbagai 
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aspek kehidupan. Oleh karena itu Nomor 23 Tahun 2002 diberlakukan dalam 

rangka pemenuhan hak-hak anak dalam bentuk perlindungan hukum yang 

meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas 

perlindungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa 

diskriminasi. Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan memiliki 

hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti sesuai dengan Hak 

Asasi Manusia.  

 

Hukum pada dasarnya merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang 

digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan 

antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam 

pergaulan hidup bermasyarakat. Hukum juga dapat dilukiskan sebagai jaringan 

nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai-nilai 

ketertiban sebagai kepentingan antar pribadi di pihak lain. Arti penting 

perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat antara lain adalah untuk 

menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, 

dan menghindarkan manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya. 

Hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.
4
  

 

Upaya perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban tindak pidana 

kesusilaan dikoordinasikan dan tingkatkan dalam bentuk kerjasama secara lokal, 

nasional, regional dan internasional, dengan strategi antara lain dengan 

mengembangkan koordinasi yang berkesinambungan di antara stake holder dalam 

penghapusan kekerasan seksual kepada anak. Pencegahan tindak pidana 
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pencabulan dapat ditempuh dengan strategi mengutamakan hak anak dalam semua 

kebijakan dan program pemerintah dan masyarakat, memberdayakan anak sebagai 

subyek dari hak-haknya dalam menentang pencabulan, serta menyediakan akses 

pelayanan dasar bagi anak di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan 

sosial. 

 

Berdasarkan data nasional Komisi Perlindungan Anak (KPA) maka diketahui 

bahwa pada tahun 2010 terjadi sebanyak 3.652 kasus pencabulan anak di 

Indonesia, meningkat menjadi 4.217 kasus pada tahun 2011, menjadi 5.078 kasus 

tahun 2012 dan kembali mengalami peningkatan 5.781 kasus pada tahun 2014.
5
  

 

Data di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 masih 

belum mampu secara optimal dalam memberikan perlindungan kepada anak, 

bahkan jumlah anak yang menjadi korban pencabulan mengalami peningkatan. 

Padahal undang-undang ini telah mengatur secara rinci sanksi pidana terhadap 

pelaku pencabulan dan pelanggar hak-hak anak lainnya, namun demikian pada 

pelaksanaannya sanksi tersebut tidak sepenuhnya memberikan efek jera kepada 

pelaku dan aparat penegak hukum seharusnya mengoptimalkan upaya 

perlindungan hukum kepada anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan.  

 

Upaya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban tindak 

pidana kesusilaan dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem dan 

mekanisme perlindungan hukum dan sosial bagi bagi anak yang beresiko atau 

menjad korban tindak pidana kesusilaan. Selain itu sangat penting pula dilakukan 

upaya pemulihan terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan. Caranya antara 
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lain dengan mengutamakan pendekatan yang baik kepada anak yang menjadi 

korban tindak pidana kesusilaan dalam keseluruhan prosedur perundangan, 

memberi pelayanan medis, psikologis terhadap anak dan keluarganya, mengingat 

anak yang menjadi korban biasanya mengalami trauma yang akan berpotensi 

mengganggu perkembangan kejiwaan mereka.  

 

Kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat terlepas dari berbagai 

hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu 

dengan yang lainya yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, 

etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari 

kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang 

pada akhirya melahirkan apa yang dinamakan tindak pidana. Untuk melindungi 

kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau 

norma hukum yang wajib ditaati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum 

dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan diambil tindakan berupa ganti 

kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana 

akan dijatuhi sanksi berupa hukuman baik penjara, kurungan dan atau denda.  

 

Uraian di atas menunjukkan adanya pembangunan di bidang hukum yang 

merespon kompleksnya fenomena hukum termasuk maraknya kejahatan/ 

kriminalitas yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Pemerintah Indonesia melalui badan dan atau 

instansi-instansi beserta aparatur penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, 

Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan) diharapkan mampu melaksanakan 

upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat di pertanggungjawabkan sesuai 
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dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat dan 

berbangsa yang aman dan tertib dapat di capai semaksimal mungkin.  

 

Fenomena yang melatar belakangi penelitian ini adalah aturan hukum tidak selalu 

dijadikan acuan bagi pembelaan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana 

kesusilaan. Sementara itu di sisi lain penegak hukum sangat terikat pada asas 

legalitas, sehingga undang-undang dibaca sebagaimana huruf-huruf itu berbunyi, 

dan sangat sulit memberikan interpretasi yang berbeda bahkan ketika harus 

berhadapan dengan kasus-kasus yang berkaitan erat dengan nilai-nilai 

kemanusiaan dan tidak jarang, kasus-kasus kekerasan terhadap anak terkena 

imbas dari sistem peradilan yang tidak netral, seperti misalnya terkait persoalan 

politik dan uang. Oleh karena itu diharapkan dapat muncul pemikiran-pemikiran 

baru dan terobosan-terobosan yang dapat memberikan perlindungan yang 

memadai bagi para pencari keadilan.  

 

Sebagai contoh perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan 

oleh lelaki dewasa adalah Perkara Nomor 168/Pid.B/2013/PN.TK. Terdakwa 

bernama Maesa Andika Setiawan (29 tahun) terbukti secara sah dan meyakinkan 

telah melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap korban CN (17 tahun), 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: 

(1) Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 

orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 
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(2)  Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula 

bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan 

dengannya atau dengan orang lain.  

 

 

Sesuai dengan ketentuan pasal di atas maka seharusnya terdakwa dipidana 

minimal paling singkat 3 (tiga) tahun penjara, tetapi pada kenyataannya Majelis 

Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara terhadap 

terdakwa, dikurangi dengan masa tahanan. Hal ini menunjukkan adanya 

kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya di 

lapangan.   

 

Berdasarkan uraian di atas penuliskan melakukan penelitian dalam Tesis yang 

berjudul: ”Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana di 

Bawah Pidana Minimal Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan 

Terhadap Anak (Studi Perkara Nomor: 168/Pid.B/2013/PN.TK) 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan  

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di 

bawah pidana minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan 

terhadap anak pada perkara nomor 168/Pid.B/2013/PN.TK? 

b. Bagaimanakah kekuatan hukum putusan hakim yang menjatuhkan pidana di 

bawah minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap 

anak pada perkara nomor 168/Pid.B/2013/PN.TK? 
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2. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan subkajian mengenai 

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah pidana minimal 

khusus terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak pada perkara 

nomor 168/Pid.B/2013/PN.TK. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 

2014 dan lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

1. Tujuan Penelitian  

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:  

a. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di 

bawah pidana minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan 

terhadap anak pada perkara nomor 168/Pid.B/2013/PN.TK 

b. Untuk menganalisis kekuatan hukum putusan hakim yang menjatuhkan pidana 

di bawah minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap 

anak pada perkara nomor 168/Pid.B/2013/PN.TK 

 

2. Kegunaan Penelitian  

 

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoretis dan kegunaan secara 

praktis sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum 

pidana, dengan kajian tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
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pidana di bawah pidana minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana 

kesusilaan terhadap anak pada perkara nomor 168/Pid.B/2013/PN.TK 

b. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran 

kepada aparat penegak hukum untuk melaksanakan perlindungan hukum 

terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan.  

 

D. Kerangka Pemikiran  

 

1. Kerangka Teoretis 

 

 

Kerangka teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau 

dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya 

penelitian hukum
6
. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoretis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana  

 

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian 

kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses 

penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, 

putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling 

berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara 

keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling 

berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).  
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Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-

kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. 

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang siciptakan 

dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju 

kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak 

ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan 

yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai 

pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan 

dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini 

dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan 

putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu 

tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menetukan 

bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping 

adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim 

yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.
7
  

 

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim 

dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: 

1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; 

2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau 

mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; 

3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan 

fungsi yudisialnya
 8
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Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan 

mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak 

tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpensi hakim 

dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus 

mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang 

sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, 

kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. 

 

Hukum dan keadilan merupakan dua buah sisi mata uang yang tidak dapat 

dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa 

hukum ibarat macan ompong, namun untuk mendapatkan keadilan maka pencari 

keadilan harus melalui prosedur-prosedur yang tidak adil. Sehingga hukum 

menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, hukum bukan lagi untuk 

membahagiakan masyarakat tetapi malah menyengsarakan masyarakat. Hukum 

gagal memberikan keadilan ditengah masyarakat. Supremasi hukum yang selama 

ini didengungkan hanyalah sebagai tanda (sign) tanpa makna. Teks-teks hukum 

hanya permainan bahasa (language of game) yang cenderung menipu dan 

mengecewakan. Hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan yang sangat erat 

dan tidak dapat dipisahkan. Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, 

kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Hal ini sesuai dengan apa yang di 

ungkapkan oleh Lord Acton “Power tends to corrupt and absolute power corrupts 

absolutely” bahwa kekuasaan cenderung rusak, sedangkan kekuasaan yang mutlak 

pasti rusaknya. Baik buruknya sesuatu kekuasaan, tergantung dari bagaimana 

kekuasaan tersebut dipergunakan. Artinya, baik buruknya kekuasaan senantiasa 

harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah 
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ditentukan atau disadari oleh masyarakat lebih dahulu. Hal ini merupakan suatu 

unsur yang mutlak bagi kehidupan masyarakat yang tertib dan bahkan bagi setiap 

bentuk organisasi yang teratur.
 9

 

Salah satu penyebab kemandegan yang terjadi di dalam dunia hukum adalah 

karena masih terjerembab kepada paradigma tunggal positivisme yang sudah 

tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol yang bersejalan dengan hidup 

manusia yang senyatanya pada konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada 

proses maupun pada peristiwa hukumnya, Sehingga hukum hanya dipahami 

dalam artian yang sangat sempit, yakni hanya dimaknai sebatas undang-undang, 

sedangkan nilai-nilai diluar undang-undang tidak dimaknai sebagai hukum.  

Unsur pemegang kekuasaan merupakan faktor penting jika digunakan  kekuasaan 

yang dimilikinya itu sesuai dengan kehendak masyarakat. Karena itu di samping 

keharusan adanya hukum sebagai alat pembatas, juga bagi pemegang kekuasaan 

ini diperlukan syarat-syarat lainnya seperti memiliki watak yang jujur dan rasa 

pengabdian terhadap kepentingan masyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi dari 

masyarakat juga merupakan pembatas yang ampuh bagi pemegang kekuasaan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum itu tidak untuk kepentingan 

penguasa, tetapi untuk kepentingan masyarakat. 

 

Tuntutan terhadap hukum pada masa kini adalah menjadikan hukum yang mampu 

mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan 

kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi untuk menjamin 

kepastian hukum dan ketertiban masyarakat. Sekaligus diharapkan hukum 
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berfungsi sebagai sarana untuk menampung perkembangan modernisasi dan 

pembangunan yang menyeluruh, atau dengan kata lain, hukum harus dapat 

menyesuaikan diri dengan kecepatan perubahan masyarakat serta harus dapat 

dipergunakan sebagai sarana untuk memberi arah kepada perubahan.  Tatanan 

hukum, didukung oleh norma-norma yang secara sengaja dan sadar dibuat untuk 

menegakkan suatu jenis ketertiban tertentu dalam masyarakat. Karena tatanan 

hukum itu berupa norma-norma yang berisi petunjuk-petunjuk tingkah laku, maka 

ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya 

masyarakat itu dibina dan ke mana harus diarahkan.  

 

 

b. Teori Pemidanaan  

 

Pemidanaan dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aliran 

klasik dan aliran modern, aliran klasik dipengaruhi paham indeterministis, yaitu 

paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan 

tindakan dan pidana ditentukan secara pasti. Aliran klasik ini berpijak pada tiga 

asas sebagai berikut: 

1) Asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang, 

tiada tindak pidana tanpa Undang- Undang dan tiada penuntutan tanpa 

Undang-Undang. 

2) Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak 

pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan.  

 

Sehubungan dengan hal tersebut menurut Muladi, tujuan pemidanaan dikenal tiga 

teori tujuan pemidanaan, yaitu sebagai berikut: 
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1) Teori Absolut atau Pembalasan 

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 

melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu 

pembalasan yang mutlak dari tindak pidana tanpa tawar menawar.Tuntutan 

keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat jelas bahwa pidana tidak pernah 

dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau 

kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang 

yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh 

anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri 

(membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di 

dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran 

masyarakat itu dilaksanakan. 
10

 

 

2) Teori Relatif atau Tujuan 

Menurut teori relatif, tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan 

pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga rnernpunyai tujuan lain 

yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang 

telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan 

kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya 

menjatuhkan pidana saja. Jadi dasar pembenaran pidana munurut teori relatif 

atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Teori ini seperti telah dikenal 

dengan rehabilitation theory. Sedangkan prevensi umum dirnaksudkan 

pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegaaan kejahatan itu ingin 

dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk 

                                                 
10

 Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit UNDIP. 

Semarang. 2001. hlm. 75. 
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tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian 

prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat 

larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan 

patuh pada hukum. Prevensi umum mempunyai tiga fungsi, yaitu menegakkan 

kewibawaan, menegakkan norma dan membentuk norma. Tujuan pidana 

untuk rnencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (special 

prevention) dengan prevensi umum (general prevention), prevensi khusus 

dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan 

ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana 

untuk tidak melakukan tindak pidana.
 11 

  

3) Teori Integratif atau Gabungan 

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu 

tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya 

tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tidak pidana, pidana 

diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi 

perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana 

di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki 

kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini 

memungkinkan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap 

teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus.
 12

 

 

                                                 
11

 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 

2001. hlm. 101-102. 
12

 Sudarto. Op.Cit. hlm. 64 
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Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai 

kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Menurut Binding kelemahan-

kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit untuk menentukan 

berat ringannya pidana diragukankan adanya hak negara untuk rnenjatuhkan 

pidana sebagai pembalasan, pidana pemba1asan tidak bcrmanfaat bagi 

masyarakat. Sedangkan dalam teori tujuan pidana hanya ditujukan untuk 

mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan 

umum maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan itu ringan, 

penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan bukan hanya 

masyarakat tidak puas tetapi juga penjahat itu sendiri. 

 

2. Konseptual  

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian
13

. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Anak adalah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan
14

 

b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
15

 

c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi 

                                                 
13

 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103 
14

  Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
15

  Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
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siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran 

norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak 

sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku
16

 

d. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 

kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana
17

. 

e. Tindak pidana kesusilaan adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan 

seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai 

dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan 

akibat negatif, seperti: rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan 

harga diri dan kehilangan kesucian
18

 

 

 

E. Metode Penelitian 

 

1. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara 

pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis 

normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai 

beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, 

pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang 

berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. 

 

                                                 
16

 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,  

     Jakarta. 1993. hlm. 54 
17

 Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan  

     Korban  
18

 Gadis Arivia. Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak. Ford Foundation.  

    Jakarta. 2005.hlm.2.  
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Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang 

pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang 

bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan 

pembahasan penelitian. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari 

hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di 

lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang 

didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.
19

 

 

2. Sumber dan Jenis Data 

 

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibendakan antara data yang diperoleh 

langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dai bahan pustaka
20

.  

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam 

penelitian ini, terdiri dari:  

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari: 

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana 
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 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.5 
20

 Ibid, hlm.11. 
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b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana 

d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

g) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban  

h) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak 

 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang 

melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang 

sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, diantaranya:  

a) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak  

b) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban 

Kekerasan 

3) Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/ 

pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum dan buku lain 

yang membahas tentang anak, dokumentasi, kamus hukum dan internet. 
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3. Penentuan Narasumber 

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk 

mengolah dan menganalisis data sesuai permasalahan yang dibahas. 

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung   : 1 orang  

b. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang  : 2 orang   

c. Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila  : 1 orang + 

Jumlah         : 4 orang  

 

 

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi 

lapangan sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian 

kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku 

literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan terkait dengan permasalahan.  

b. Studi Lapangan  

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan 

wawancara (interview) kepada responden penelitian sebagai usaha 

mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. 
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Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data 

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan 

data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti 

dalam penelitian ini.  

b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-

kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang 

benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.  

c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan 

dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok 

bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.  

 

5. Analisis Data 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun 

secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan 

dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu 

menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian.
21
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F. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan Tesis ini disajikan dalam empat bab yang saling berkaitan 

antara satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:  

 

I.  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari Latar 

Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian yang meliputi  

pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur 

pengumpulan dan pengolahan data, analisis data serta Sistematika 

Penulisan.  

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi fungsi hukum dalam 

kehidupan masyarakat, perlindungan hukum terhadap anak, pemidanaan,  

tindak pidana kesusilaan terhadap anak dan perlindungan terhadap korban. 

 

 

III.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil 

penelitian, yang terdiri dari faktor-faktor yang dasar pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan pidana di bawah pidana minimal khusus terhadap 

pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak pada perkara nomor 

168/Pid.B/2013/PN.TK dan kekuatan hukum putusan hakim dalam 

menjatuhkan pidana di bawah pidana minimal khusus terhadap pelaku 

tindak pidana kesusilaan.  
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IV. PENUTUP  

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan 

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan 

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


